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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis sesuai 

dengan pembahasan bab sebelumnya, bahwa penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Aturan hukum dalam perbuatan child grooming melalui media sosial 

dapat menggunakan aturan hukum dalam Pasal 76E UU No. 35 Tahun 

2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak dan Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 

Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Atau Pasal 14 UU No. 1 Tahun 2022 Tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan melihat fakta-fakta atau 

unsur-unsur dari perbuatan tersebut sehingga dapat menentukan 

peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum 

yang dapat diterapkan.  

2. Perbuatan child grooming melalui media sosial tidak dapat dikatakan 

sebagai tindak pidana sesuai dengan asas legalitas akan tetapi 

perbuatan child grooming dapat di kriminalisasi kan karena sebagai 

langkah pencegahan dan penanggulangan dari perlindungan anak dari 

dampak yang lebih serius.  
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B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya oleh 

penulis, maka diharapkan dapat dilakukan berbagai upaya sebagai solusi 

dari permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan perbaikan regulasi pada UU 

Perlindungan Anak serta harmonisasi untuk mengatur terkait perbuatan 

child grooming melalui media sosial dengan membuat definisi secara 

detail dan rinci mencakup berbagai bentuk modus operandi dan 

pendekatan yang dilakukan oleh pelaku.  

2. Pemerintah diharapkan dapat melakukan keputusan untuk membuat 

peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perbuatan child 

grooming sebagai wujud akhir dari kriminalisasi serta langkah dari 

pencegahan dan penanggulangan bagi perlindungan anak dari segala 

bentuk kekerasan dan kejahatan.  
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